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BAB III 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat 

berat dalam kegiatan pertambangan pasir oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Klaten sudah dilakukan, tetapi belum optimal. Pemilik IUP yaitu 

CV Putra WD selalu mendapat pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Klaten. Pengawasan tersebut didukung oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Klaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan 

Polsek Kecamatan Kemalang. DLH Kabupaten Klaten sudah melakukan 

kegiatan pencegahan ataupun penangulangan kerusakan lingkungan, hanya 

saja, kegiatan reklamasi pasca tambang sebagai bagian dari kegiatan 

pemulihan lingkungan belum dilakukan.  

2. Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan tsebagai akibat 

penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan disebabkan oleh adanya 

kendala yang berupa adanya situasi dilematis yang dihadapi DLH terkait 
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keberadaan pertambangan serta keterbatasan SDM DLH yang 

mempengaruhi intensitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dalam melakukan pengendalian 

kerusakan lingkungan perlu melakukan pengawasan secara rutin dan intensif 

terhadap kegiatan pertambangan di Kendalsari, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten, serta bertindak lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi 

terhadap pelaku usaha tambang CV Putra WD. 

2. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana 

Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mengatur bahwa 

wilayah Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten bukan 

merupakan wilayah pertambangan, maka Pemerintah Kabupaten Klaten 

perlu melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten agar sesuai dengan 

peraturan yang baru.  

3. Pelaku usaha CV Putra WD dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir 

perlu lebih memerhatikan dampak penggunaan alat berat dalam kegiatan 

pertambangan pasir dengan memerhatikan ketentuan teknis dan tata cara 

yang baik pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir. 
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